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Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lengavang Kabupaten Pesisir
Selatan mulai dari tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tangsal 6 April 2H18.
Pujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara atau prosedur bagi hasil
perseduaan ternak sapi vang ada dibandingkan dengan pasal 17 Undang-undang
Nomor & lahun 1967 serta Kepmentan Nomor 41 7/KpteOT. 2 100772001 tenlang
Bagi Hasil Ternak, untuk mengetahui spakah prosedur atau tata cara perseduaan
vang dilaksanakan oleh peternak mendapatkan arahan dari dinas terkait. dan untuk
mengetahul tingkal penpetahuan peternak dalam menerapkan aspek  teknis
beternak sapi.

Metode penelitisn yang digunakan adaluh metode survai, dan teknik
pengambilan sampling yang dipakai vaite Proportional Sampling. Data VANZ
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, Data primer dizmbil dari
peternak dengan menggunakan kuisioner sebagai alat banty, sedangkan data
sekunder diambil dari Dinas Peternakan dan BPS.

Drari hasil penelitian yang dilakukan diketahui prosedur bagi hasil ternak
atau perseduaan vang dilakukan peternak belum sesyai dengan pasal 17 Undang-
undang Nomor 6 tahun 1967 serta Kepmentan Nomar 41T KptsfOT 21072001,
Minimnya arahan dan penyvuluhan dari Dinas Peternakan dan Instansi yang terluait
dalam sosialisasi mengenai persedusan. Sementara ilu pengetahuan  peternak
dalam mencrapkan aspek feknis beternak sapi vang masih rendsh,
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1. PENDAHULUAN

A. Latar helakang

Ternak sapi scbagai tcrmak besar di Indonesia, merupakan salah satu
sumher daya penghasil bahan makanan berupa daging vang memiliki nilai
ckonomi vang tinggi dan penting arinyva dalam kehidupan masyarakat. Fungsi
ternak sapi bagi petant adalah sebapai wbungan, dimana sewakiuv-wakiv dapat
dijual untuk memenuhi kebutuhan kevangon, sebagei lenapa pembantu pengolab
lahan pertanizn (penarik bajak), untuk tenaga transportasi, penghasil pupuk. selain
itn juga berfungsi sebaga nilai sosial ditengah masyarakat (bagi masyarakat yang
mempunyai ternak sapi dinilai lebib dari vang tidak punya lemak sapi dalam
lingkungan petani).

Pembangunan petemakan adalah bagian dan pembangunan nasional. vang
berlujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani peternak, disamping untuk
memenuhi kebutuban bahan makanan vang berasal dari termak, Untuk mencapai
tujuan tersebut, pemerintah berupaya melakokan perbaikan dan peningkatan,
diantaranys  perbaikan  hasil  perkembangbiakan, perbaikan  mute  ternak,
peningkatan pengolahan / industri hasil ternak. pengwilavahan ternak dan
kesehatan ternak (UL Wobs Tahun 1967, entang Undang-undang  Pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Usaha dari pemerintah tidak akan dapat berjalan lancar jika tidak ada
dukungan dari masyarakat dan swasta, sehingpa terlaksana swadaya masyarakat,
Untuk meningkatkan hasil perkembanghiakan, pemerintab mengusahakan agar
sehanvak mungkin rakyvat menyelengearakan peternakan, antara lain pemerintal)

mengatur Bagi Hasil Ternak dan Persewasn Temak {pada Pasal 17 Undang-



undang Momaor 6 Tahun 1967, Undeng-undang Pokok Peternakan dan Keschatan
Hewan).

Didalam Keputusan Menteri Pertanian Momor 417/Kpts/OT. 2 10/7/2001.
tentang Pedoman Limum Penvebaran dan Penpembangan Ternzk, dijelaskan
dengan istilah “Cara Gaduhan™ yaitu Pengpaduh vang memelihara lemak,
sedangkan yvang menverabkan temak disebul Pemilik. Pengeaduhan atme vang
lehih  dikenal dengan istilah Persedusan ini bertujuan  untuk memberikan
kemungkinan bagi masyarakal vang kurang mampu uniuk dapat memelihara
ternak tanpa harus membelinya,

wsal 17 Undang-undeng No & Tahun 1967, Undang-undang Pokok
Keschatan Hewan ini merupskan tindak lanjut dari pasal 3. vaite Pencegahan
Unsue Pemerasan, vaitu pemerintah berupava mencegah perbuatan-perbuatan di
hidang peternakan yang mengandung unsur pemerasan terhadap orang lain.

Jiwa dari pusal 17 pads Undang-undang Momor & Tahun [967 tentang
Bagi Hasil Ternak selain untuk meningkatkan peran serta masyarakat agar
memacy pertumbuhan dan perkembanpan petemakan, juga untuk menghindar
terjadinya praktek pemerasan antara seseorang dengan orang lain, yailu dalam hal
ini antara pemilik ternak dengan pemelibara ternak san penggaduh,

Praktek bagi hasil bagi para petani sudah tidak asing lagi karena sudah
lama berlangsung, baik dalam hal mengerjakan tanah pertanian maupun dalam hal
memelihara ternak vang dikenal dengan istilah < seduaan . Selanjulnyi,
walaupun sudah tidak asing lagi. prakick bagi hasil ini dilakukan oleh pelemak
sapi, tetapi prosedumnya helum terdata secara kengkrit haik mengenai perjanjian,

wakiu pengembalian. pembagian hasil. rangaung jawab dan fain selapainya.



Dari hasil surves awal di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
yang terdiri dari 2 kenagarian, ditemukan 8,511 ekor jumlah ternak sapi dan 5.033
jumlsh peternak, sapi yang dipelihara kebanvakan berjenis sapi Pesisir dan sapi
Bali. Dari wawancara vang dilakukan dengan petugas peternakan setempat
diperaleh informasi bahwa hampir 80% peternak didacrah ini memelihara ternak
sapi secara perseduaan.

Bertitik tolak dari hal terscbut. maka dilakukan penelitian vang berjudul
“KAJTAN TENTANG SISTEM PERSEINIAAN DALAM
FEMELIHARAAN TERNAK SAPI POTONG di KECAMATAN

LEMNGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN.

B. Rumusan hMasalah

Beberapa permasalahan vang dapat dirumuskan dalam penelitian ini
adalah sebazai berikut :

. Bogaimana prosedur atau cara petani peternak di Eecamatan Lengayang
Kabupaten Pesisir Sclatan melakukan bagi hasil dalam perseduaan ternak sapi
don apakah prosedur atau cara bagi hoasil ternak sapd ersebut lelah sesun
dengan pasal 17, Undang-undang nomor 6 ahun 1967 atau Kepmentan nomor
A VRKpsAOT 20472001 entang Bagi Hasil Temak?

2. Apakah prosedur atau cara bagi hasil ternak sapi mendapat arahan dari [inas
dart Instansi terkait?

3. Apakah peternak persedusan sudah mengerti dan menerapkan aspek eknis

beternak sapi secara baik?

-



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpuolan

Setelah dilakukan penelitian tentang Kajian Sistem Perscdeaan Dalars

Pemelibaraan Temak Sapi Polong di Kecamatan Lengayvang Kabupaten Pesisir

Selatan dapat diambil heberapa kesimpulan schapai beriut

1

Lid
1

Sebagian beser dari jumlah responden  peternak perseduaan dalam
melakukan pembagian hasil dan jamgka wakte pengembalian ternak
Kepada pemilik tidak  berlandasan kepada Peraturzn  Pemerintah dan
Perundang-Lindangan yang berlaku vait yaity Undang — Undang Nomor &
tahun 1967 Pasal 17 dan Kepmentan Nomor 41 7/Kpis/O7.2 10072001
tentang Bagi Hasil Ternak.

Sebanyak 91,84 %% responden melakokan perjanjian secara lisan saja vang
hanya berdasarkan rasa saling percaya. Hal ini sangat tidak sesuai dengan
Kepmentan No. S1TVKpsfOT 21072001, didalam pasal 26 babwa dalam
melaksanakan persedusan herus ada suatu bentuk perjanjian. Perjanjian
vang tdak lertulis ini Bisa swja menimbulkan kenflik atau perselisihan
dikemudian hari.

finimnya arahan dan penvuluban dari Dinas Peternakon dan Instansi
Terkait dalam  sosiabisast Peraturan vang menyvangkut Bagi  Hasil
Perseduaan kepada peternak menyvebabkan peternak hanva menerapkan
tata cara perscduaan vang mercka Kerahui secam wrun-temurun,

Peternak belum mencrapkan aspek teknis beternak secars baik, selain
dikarenakan kurangnya pengetahuan mereks, tata cara beternak vang

diterapkan masih tradisional.
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